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PANDANGAN UMUM  

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 

Terhadap 

PENGANTAR NOTA KEUANGAN  

Tentang 

RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA 
TAHUN ANGGARAN 2025 

 
 

SALAM PANCASILA !! 

M E R D E K A !!! 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.  

Selamat siang, Salam Sejahtera bagi kita semua, 

Yang terhormat Saudara Walikota  dan Wakil Walikota  

Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat dan Pimpinan Dewan 

Yang terhormat rekan – rekan anggota Dewan, Jajaran Eksekutif, rekan rekan wartawan beserta 

seluruh hadirin yang berbahagia. 

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan 

rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada siang hari ini, kita dapat menghadiri 

rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam keadaan sehat tak kurang satu apapun 

dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi. 

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat, 

Menanggapi terhadap Pengantar Nota Keuangan tentang Rancangan Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025, yang telah disampaikan 

Saudara Walikota pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada 

hari ini Senin, 14 Juli 2025 kepada Dewan untuk dibahas, kami Fraksi PDI Perjuangan mencermati 

beberapa hal sebagai berikut : 

1. Berkaitan dengan Program Prioritas  UMKM Center kami ingin mengetahui beberapa hal:  
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a). siapa target sasaran dari Pemerintah Kota dalam program prioritas ini? 

b). berapa jumlah UMKM di Setiap Kelurahan? 

c). Di samping memberikan pelatihan dan pendampingan Promosi, Apakah Pemerintah 

Kota tidak mempunyai rencana memberikan tambahan modal? 

Rapat Paripurna Dewan Yang Berbahagia, 

Demikianlah pandangan kami terhadap Pengantar Nota Keuangan tentang Rancangan Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025 pada rapat 

paripurna siang hari ini. Tidak lupa kami ucapkan banyak terima-kasih pada seluruh hadirin yang 

ada, dan semoga Tuhan Yang Mahakuasa selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya pada kita 

semua, sehingga kita akan dapat menjalankan tugas kita dengan baik dan akan bermanfaat bagi 

masyarakat. Terimakasih. 

 

SALAM PANCASILA !! 

M E R D E K A !!! 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

 

 

 

       Surakarta, Senin 14 Juli 2025 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 

KOTA SURAKARTA 
 

Mengetahui, 
K E T U A SEKRETARIS 

  
  
  

YF. SUKASNO, SH. MH SUHARSONO, S.H.,M.H 
  
  

Yang Membacakan, 
 
 
 

SUWANTO 
 
 
 
 

 
 



PANDANGAN UMUM 

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA 

TERHADAP NOTA KEUANGAN DAN RANCANGAN ANGGARAN 

PENDAPATAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

Salam sejahtera untuk kita semua. 

Yang kami hormati: 

• Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta, 

• Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta, 

• Para Pejabat Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surakarta, 

• Rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik, serta 

• Hadirin yang berbahagia. 

Segala puji dan syukur marilah kita haturkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala, atas 

limpahan nikmat-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga dapat 

mengikuti rapat paripurna pada hari ini dalam keadaan sehat wal ‘afiat dan penuh 

kebahagiaan. 

Rapat Paripurna Dewan yang Kami Hormati, 

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Surakarta menyampaikan terima kasih 

kepada Saudara Wali Kota Surakarta atas penyampaian Nota Keuangan beserta Rancangan 

Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025. Terhadap penyampaian nota 

keuangan Rancangan Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025 tersebut 

kami menyampaikan pandangan sebagai berikut:          



1. Mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Fraksi PKS mencermati bahwa 

kontribusi PAD masih belum optimal dibandingkan potensi riil yang dimiliki Kota 

Surakarta, khususnya dari sektor retribusi dan pengelolaan aset. Oleh karena itu, 

kami mohon penjelasan lebih lanjut: 

a. Strategi apa yang dilakukan Pemkot dalam memperluas basis PAD tanpa 

membebani masyarakat? 

b. Bagaimana sinergi antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dalam intensifikasi dan 

ekstensifikasi PAD? 

2. Terkait pendapatan retribusi perizinan tertentu Fraksi PKS mencermati bahwa 

pendapatan retribusi perizinan tertentu mengalami tren penurunan dalam tiga tahun 

terakhir (antara tahun 2023 sampai dengan tahun 2025). Kami mencatat bahwa 

target dan realisasi retribusi perizinan seperti IMB atau PBG dan sejenisnya terus 

menurun. Oleh karena itu, kami meminta penjelasan yang komprehensif dari 

Pemerintah Kota terkait: 

a. Apa penyebab utama dari tren penurunan tersebut? 

b. Apakah terdapat perubahan regulasi nasional atau lokal (misalnya dampak 

OSS-RBA atau penyederhanaan izin)? 

c. Upaya apa yang telah dan sedang dilakukan oleh dinas teknis untuk 

mengoptimalkan pendapatan dari sektor ini? 

3. Mengenai Retribusi Jasa Umum Fraksi PKS mengapresiasi tren kenaikan yang 

positif dalam pendapatan retribusi jasa umum. Hal ini mencerminkan optimalisasi 

pelayanan publik dalam Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dikelola 

secara produktif. Kami mendorong Pemerintah Kota Surakarta agar terus 

meningkatkan inovasi pelayanan publik berbasis digital untuk efisiensi dan 

transparansi retribusi jasa umum.  

4. Dalam KUPA PPAS dijelaskan bahwa mandatory spending untuk belanja pegawai 

sebesar 30%. Dalam dokumen Nota Keuangan APBD Perubahan 2025 anggaran 

Belanja Pegawai sebesar Rp. 858.960.928.251,00 (Delapan ratus lima puluh 



delapan miliar sembilan ratus enam puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan 

ribu dua ratus lima puluh satu rupiah). Bila dibandingkan dengan proyeksi 

Pendapatan APBD Perubahan Rp. 2.224.896.376.393,00 (Dua triliun dua ratus dua 

puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh 

enam ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah), maka prosentase belanja pegawai 

sebesar 39% masih melampaui batas mandatory spending yang diamanatkan. 

Terkait hal tersebut, Kami meminta penjelasan lebih lanjut mengenai: 

a. Mohon penjelasan bagaimana strategi pemkot ke depan dalam memenuhi 

mandatory spending belanja pegawai? 

b. Upaya apa yang dilakukan dalam mengendalikan pertumbuhan belanja 

pegawai yang bersifat rutin agar tidak membebani ruang fiskal belanja 

produktif? 

c. Apakah ada langkah rasionalisasi atau evaluasi kebutuhan pegawai yang 

berbasis e-formasi dan berdasarkan analisis beban kerja? 

Rapat Paripurna Dewan yang Kami Hormati, 

Fraksi PKS berharap agar proses pembahasan APBD Perubahan 2025 dilakukan secara 

terbuka, partisipatif, dan tepat sasaran. Kami mendorong evaluasi realisasi semester 

pertama benar-benar menjadi dasar penyusunan perubahan agar tidak sekadar formalitas 

administratif. Serta belanja yang direncanakan dalam APBD Perubahan 2025  ini memiliki 

efek berganda terhadap pemulihan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan ketahanan 

sosial di Kota Surakarta. 

Demikian pandangan umum Fraksi PKS ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami 

sampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kami 

menyampaikan. Semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita 

semua dalam mengemban amanah rakyat. 

Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 



 

 

Surakarta, 14 Juli 2025 

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

     Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta 

 

 

H. Sugeng Riyanto, S.S.    M. Nafi’ Asrori, S.T. 

        Ketua       Sekretaris 

 

 

 

 

    

 Dr. Agus Widodo, ST, MM 

Juru Bicara 

 

 

 

 



 

PANDANGAN UMUM 
FRAKSI PSI 

DPRD KOTA SURAKARTA 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

DI SAMPAIKAN OLEH : 

Herson Rikumau, S.Kep. 

Pada Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta 

Surakarta 14 Juli 2025 

 



 

PANDANGAN UMUM 

FRAKSI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA 

TENTANG 

RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025 

 
  

Assalamu’alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh, 
Salam Sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya,  
Salam kebajikan. 
 

SALAM PANCASILA !!! 
 

Yang kami hormati Bapak Walikota dan Wakil Walikota Surakarta, 
Yang kami hormati pimpinan rapat dan pimpinan DPRD Kota Surakarta, beserta 

rekan-rekan Anggota DPRD Kota Surakarta, 
Yang kami hormati Jajaran Pejabat Pemerintah Daerah Kota Surakarta 
Yang kami hormati rekan-rekan wartawan media elektronik dan cetak, serta hadirin 

yang berbahagia. 
 

Pertama-tama, marilah kita sanjungkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha 
Esa, atas segala rahmat, karunia, dan anugerah-Nya yang tiada terkira kepada kita 

sekalian.  Sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta, 
dengan agenda mendengarkan pandangan umum fraksi – fraksi terhadap : 

RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025 

 
Rapat Paripurna dan Hadirin yang kami hormati 

Setelah mendengarkan pengantar nota keuangan yang disampaikan Saudara 

Walikota tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota 
Surakarta Tahun Anggaran 2025-2029, maka Fraksi PSI memandang perlu mendapatkan 

beberapa pertanyaan dan penjelasan sebagai berikut : 

1. Apakah proyeksi pendapatan daerah dalam APBD Kota Surakarta 2025-2029 

realistis berdasarkan pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional? 
 

2. Bagaimana mekanisme evaluasi kinerja belanja daerah untuk memastikan 

efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja daerah kota Surakarta? 
 

3. Jelaskan Apakah kebijakan fiskal Kota Surakarta dalam periode ini cukup adaptif 
terhadap potensi resesi atau tekanan ekonomi global? 
 



 

 

Herson Rikumau, S.Kep. 

 

Sekretaris 

4. Bagaimana alokasi belanja modal dibandingkan dengan belanja operasional, dan 
apakah ini sejalan dengan target jangka panjang pembangunan kota Surakarta? 

 

5. Apakah ada roadmap pengurangan ketergantungan terhadap dana transfer pusat? 
Jika ada, seberapa implementatif hal itu untuk Kota Surakarta? 

 
6. Jelaskan Mengapa beberapa program prioritas yang menyerap anggaran besar, 

seperti pembangunan ikon kota atau event pariwisata skala besar, tetap 
dipertahankan meski berdampak minim terhadap kesejahteraan warga miskin? 

 

7. Apakah kenaikan retribusi dan pajak daerah sudah mempertimbangkan daya beli 
masyarakat dan pelaku UMKM secara komprehensif di Kota Surakarta? 

 

8. Bagaimana mekanisme pelibatan masyarakat dalam perumusan program prioritas, 
khususnya terkait proyek-proyek kontroversial seperti relokasi PKL, revitalisasi 
pasar, atau pembangunan taman tematik yang tidak mendesak? Apakah kebijakan 
efisiensi anggaran berdampak pada pengurangan tenaga honorer atau 

penghapusan program sosial tertentu yang penting bagi kelompok rentan? 
 

9. Tolong jelaskan bagaimana konsistensi antara proyeksi pendapatan daerah Kota 
Surakarta dalam APBD 2025–2029 dengan kapasitas riil fiskal daerah, serta sejauh 
mana alokasi belanja mencerminkan prioritas pembangunan 

berkelanjutan dan inklusif untuk Kota Surakarta? 
 

Rapat Paripurna dan Hadirin yang kami hormati 

Dalam Pandangan Umum ini kami Fraksi PSI selalu mendukung penuh visi 
dan misi 8 program Asta Cita Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta guna 
membagun kota Surakarta lebih baik dan berjalan sesuai dengan APBD yang telah 
di buat secara prioritas dan efisiensi pada tahun anggaran 2025-2029. 

Demikianlah Pandangan Umum Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD Kota 
Surakarta terhadap perihal RAPBD tersebut diatas ini kami sampaikan. Atas 
perhatian semua pihak dalam mendengarkan dan memperhatikan pandangan umum 
ini, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.  

 
Wassalamualaikum Wr Wb. 

   Surakarta, 14 Juli 2025 

Fraksi PSI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kota Surakarta 

 

 

 

                                                Sekretaris Fraksi 

 

 

                            Tri Mardiyanto 

                          Ketua Fraksi                                                   



                      
               

 
 

 
 Herson Rikumau, S.Kep. 

                Juru Bicara 
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PENYAMPAIAN  LAPORAN HASIL PEMBAHASAN 

BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KOTA SURAKARTA 

TERHADAP 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH               

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua 

Salam Pancasila 

Yang terhormat, 

- Pimpinan Rapat, Pimpinan Dewan, Saudara Wali Kota dan Wakil Wali 

Kota Surakarta serta Segenap Anggota Dewan 

-   Para Pejabat Eksekutif jajaran Pemerintah Kota Surakarta 

- Rekan-rekan wartawan dari Media Elektronik dan Media Cetak di Kota 

Surakata, serta hadirin yang berbahagia. 

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT, atas segala 

nikmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya, sehingga kita masih dapat 

menjalankan tugas sampai pada penyelenggaraan Rapat Paripurna hari ini, 

dalam rangka Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran 

terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan  Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 

 

Rapat Paripurna Yang Kami Hormati, 

Pada kesempatan yang baik ini perkenanlah sebelumnya kami untuk 

menyampaikan terima kasih kepada : 

1. Yth. Pimpinan Dewan yang telah memberikan kesempatan untuk 

menyampaikan Hasil Pembahasan Badan Anggaran tentang 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 
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2. Yth. Wali Kota Surakarta yang telah menyampaikan Nota Penjelasan 

tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan  Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 

3. Yth. Badan Musyawarah yang telah menyusun jadwal pembahasan 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang berbahagia, 

Selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan hasil pembahasan 

Badan Anggaran DPRD Kota Surakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah 

Daerah Kota Surakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Perubahan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2025. 

A. DASAR PEMBAHASAN    

1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–

Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa 

Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);  

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 
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5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867). 

Dengan dilengkapi ketentuan-ketentuan lain sebagai berikut : 

▪ Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Perubahan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2025. 

B. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN 

Waktu dan tempat pembahasan yang dilakukan Badan Anggaran 

DPRD Kota Surakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Perubahan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2025 adalah sebagai berikut : 

a. Waktu Pembahasan mulai tanggal 23 sd 24 Juli 2025 

b. Public Hearing tanggal 24 Juli 2025 

c. Tempat Pembahasan di Ruang Rapat DPRD Kota Surakarta. 

C. HASIL PEMBAHASAN 

Pembahasan Raperda Tentang Perubahan  Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dilakukan sesuai tahapan dan 

mekanisme pembahasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang 

undangan yang berlaku. Badan Anggaran DPRD Kota Surakarta bersama 

Tim Anggaran Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Surakarta konsisten 

pada komitmen yang disepakati bersama bahwa pembahasan Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Perubahan  Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada Kebijakan Umum 

Perubahan APBD serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan 

APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah disepakati bersama antara Kepala 

Daerah dan Pimpinan DPRD Kota Surakarta. 

Hasil Pembahasan Raperda Tentang Perubahan  Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :   

 



 

- 4 - 

a. Judul Peraturan Daerah  

Judul Peraturan Daerah tidak mengalami perubahan. 

b. Konsideran Menimbang  

Konsideran Menimbang tidak mengalami perubahan. 

c. Konsideran Mengingat  

Konsideran Mengingat mengalami perubahan, yaitu menambah angka 

ke 6 dan ke 7 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 

1. Angka ke 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 

Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 

2. Angka ke 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang 

Standar Harga Satuan Regional. 

d. Batang tubuh 

Batang tubuh mengalami perubahan, sebagai berikut : 

1. Pasal 2 disempurnakan sebagai berikut : 

- Paragraf pertama disempurnakan sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

APBD Tahun Anggaran 2025 semula Rp 2.226.392.532.386,00 

(dua triliun dua ratus dua puluh enam milyar tiga ratus sembilan 

puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus delapan 

puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp107.688.326.436,44 

(seratus tujuh milyar enam ratus delapan puluh delapan juta tiga 

ratus dua puluh enam ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah 

koma empat puluh empat sen) sehingga menjadi                           

Rp 2.334.080.858.822,44 (dua triliun tiga ratus tiga puluh empat 

milyar delapan puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu 

delapan ratus dua puluh dua rupiah koma empat puluh empat 

sen)  

- Angka ke 2 Belanja Daerah, disempurnakan sehingga berbunyi 

sebagai berikut : 

2. Belanja Daerah 

     a. Semula      Rp 2.226.392.532.386,00 
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     b. Bertambah Rp   107.688.326.436,44 

    Jumlah Belanja Daerah 

     Setelah Perubahan       Rp 2.334.080.858.822,44 

- Angka ke 3 Pembiayaan Daerah, huruf a dan b disempurnakan 

sehingga berbunyi sebagai berikut : 

a. Penerimaan Pembiayaan 

  1) Semula      Rp 19.384.061.000,00 

2) Bertambah Rp 89.800.421.429,44 

Jumlah Penerimaan 

Pembiayaan Setelah Perubahan   Rp 109.184.482.429,44 

b. Pengeluaran Pembiayaan 

1) Semula       Rp 5.000.000.000,00 

2) Berkurang (Rp 5.000.000.000,00) 

Jumlah Pengeluaran 

Pembiayaan Setelah  Perubahan  Rp 0,00 

 

Jumlah Pembiayaan Netto 

Setelah Perubahan    Rp 109.184.482.429,44 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

Setelah Perubahan    Rp 0,00 

 

(Keterangan : Perubahan/penyempurnaan pasal 2 dikarenakan 

penyesuaian penambahan nominal Silpa di SIPD sebesar 44 sen). 

 

2. Pasal 5, huruf a , b dan c disempurnakan sehingga berbunyi sebagai         

berikut : 

a. Belanja Operasional; 

      1. semula        Rp   2.020.013.166.760,00 

      2. bertambah  Rp      37.857.853.625,14 

Jumlah Belanja Operasional 

Setelah Perubahan                     Rp 2.057.871.020.385,14   

b. Belanja Modal; 

  1. semula      Rp 191.379.365.626,00 
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2. bertambah Rp  68.100.583.704,30 

Jumlah Belanja Modal 

Setelah Perubahan             Rp      259.479.949.330,30 

c. Belanja Tidak Terduga; 

  1. semula      Rp 15,000,000,000,00 

2. bertambah Rp  1.729.889.107,00 

Jumlah Belanja Tidak Terduga 

Setelah Perubahan                              Rp16.729.889.107,00 

3. Pasal 6 disempurnakan sebagai berikut : 

- Ayat 1 huruf a, b dan e disempurnakan sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

a. Belanja Pegawai; 

1. semula      Rp 845.657.716.872,00 

2. bertambah Rp  12.797.786.379,00 

Jumlah Belanja Pegawai 

Setelah Perubahan       Rp 858.455.503.251,00 

b. Belanja Barang dan Jasa: 

1. semula      Rp1.047.731.814.712,00 

2. bertambah Rp    37.848.671.763,14 

Jumlah Belanja 

Barang dan Jasa Setelah Perubahan    Rp 1.085.580.486.475,14 

e. Belanja Hibah; 

1. semula      Rp 106.160.644.776,00 

2. berkurang (Rp  12.946.829.117,00) 

Jumlah Belanja Hibah 

Setelah Perubahan        Rp  93.213.815.659,00 

- Ayat 2, huruf b dan d disempurnakan sehingga berbunyi sebagai  

berikut : 

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin; 

  1. semula       Rp 90.136.959.870,00 

2. bertambah Rp 12.759.783.038,30 
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Jumlah Belanja Modal 

Peralatan dan Mesin 

Setelah Perubahan    Rp  102.896.742.908,30 

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; 

   1. semula      Rp 38.482.412.000,00 

2. bertambah Rp 17.482.680.366,00 

Jumlah Belanja Modal 

Jalan, Jaringan dan Irigasi 

Setelah Perubahan          Rp 55.965.092.366,00 

4. Pasal 7 huruf a, disempurnakan sehingga berbunyi sebagai      

berikut : 

a. Penerimaan Pembiayaan; 

      1. semula      Rp 19.384.061.000,00 

2. bertambah Rp 89.800.421.429,44 

Jumlah Penerimaan 

Pembiayaan Setelah Perubahan               Rp 109.184.482.429,44 

5. Pasal 8 disempurnakan sebagai berikut : 

- ayat 1 huruf a disempurnakan sehingga berbunyi sebagai     

berikut : 

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya; 

      1. semula      Rp 19.384.061.000,00 

2. bertambah Rp 89.800.421.429,44 

        Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Tahun 

        Sebelumnya Setelah Perubahan       Rp 109.184.482.429,44 

- ayat 2 huruf b disempurnakan sehingga berbunyi sebagai     

berikut : 

b. Penyertaan Modal Daerah; 

  1. semula       Rp 5.000.000.000,00 

2. berkurang (Rp 5.000.000.000,00) 

  Jumlah Penyertaan 

  Modal Daerah Setelah Perubahan      Rp 0,00 
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e. Penjelasan 

Penjelasan tidak mengalami penyempurnaan/perubahan. 

 

Rekapitulasi dari pembahasan Badan Anggaran DPRD Kota Surakarta dan 

Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Surakarta disepakati hasil-hasil 

sebagai berikut : 

A. Pendapatan Daerah 

Pendapatan Daerah sebesar Rp. 2.224.896.376.393.00 setelah 

pembahasan tidak mengalami perubahan. 

B. Belanja Daerah 

Belanja Daerah sebesar Rp.  2.334.080.858.822,44 setelah 

pembahasan juga tidak mengalami perubahan. 

1. Belanja Operasi dan Modal sebesar                                          

Rp. 2.317.350.969.715,44 setelah pembahasan tidak 

mengalami perubahan. 

2. Belanja Tidak Terduga sebesar                                                 

Rp.  16.729.889.107,00 setelah pembahasan tidak 

mengalami perubahan. 

C. Pembiayaan Daerah : 

1. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.  109.184.482.429,44 

setelah pembahasan tidak mengalami perubahan. 

2. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 0,00 

        (Rincian Program, kegiatan dan Rekapitulasi terlampir). 

Berkaitan dengan Pendapat Fraksi yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari proses pembahasan, kami telah menyampaikan surat 

melalui Pimpinan Dewan kepada seluruh fraksi di DPRD Kota Surakarta 

agar dapat memberikan pendapatnya, dimana seluruh fraksi di DPRD Kota 

Surakarta dapat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah ini untuk 

ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.  

(Pendapat akhir fraksi terlampir). 
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Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin Yang Berbahagia, 

 Demikian Penyampaian Laporan Pembahasan Badan Anggaran 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta terhadap Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Perubahan  Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2025 dan selanjutnya kami serahkan kepada 

Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta untuk dilakukan Persetujuan 

Bersama sebagai dasar Penetapannya. Demikian atas perhatiannya kami 

mengucapkan terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua 

Salam Pancasila 

                                                      Surakarta, 28 Juli 2025 

 

BADAN ANGGARAN  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KOTA SURAKARTA 

                                                            Ketua, 

 

 

 

     BUDI PRASETYO, S.Sos., M.A.P. 

 

Wakil Ketua, 

 

 

DARYONO, S.T. 

 

 Wakil Ketua, 

 

 

MUH. BILAL, S.H. 

Wakil Ketua, 

 

 

  ARDIANTO KUSWINARNO, S.H., M.H.  

     Juru Bicara, 

 

 

        RHEO YULIANA FERNANDEZ, S.E., M.M. 

 

 








